Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

TATA NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo, diperlukan tata naskah dinas guna
terwujudnya tata pemerintahan yang baik;

b. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60
Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai
dengan  perkembangan dan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan daerah
sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati
yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Naskah Dinas;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan;



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari
Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di
Djawa  Timur/Tengah/Barat dan  Daerah
Istimewa Jogjakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958
tentang Penggunaan Lambang Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007
tentang Lambang Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas;

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan
pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan

Kalurahan;



Menetapkan

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi
tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format,
penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi
dan penyimpanan naskah dinas serta media yang
digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat
komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Format adalah naskah dinas yang menggambarkan
tata letak dan redaksional serta penggunaan
lambang/logo dan stempel dinas.

Stempel adalah benda identitas dari suatu jabatan
atau Perangkat Daerah.

Kop Naskah Dinas adalah kop Naskah Dinas yang
menujukkan jabatan atau nama perangkat daerah

tertentu yang ditempatkan di bagian atas kertas.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Sampul Naskah Dinas adalah sampul Naskah Dinas
yang menunjukkan jabatan atau perangkat daerah.
Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada
suatu jabatan.

Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung
jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat
dibawahnya.

Mandat adalah pelimpahan wewenang yang
diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk
melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang
memberi mandat.

Instruksi adalah Naskah Dinas yang berisi perintah
kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan.

Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak,
kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada
seorang pejabat untuk menandatangani naskah
dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada
jabatannya.

Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang berisi
pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara
melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting
dan mendesak.

Surat Biasa adalah Naskah Dinas yang berisi
pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban
atau saran.

Surat Keterangan adalah Naskah Dinas yang berisi
pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti
untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran
sesuatu hal.

Surat Perintah adalah Naskah Dinas dari atasan
yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah
untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.

Surat Izin adalah Naskah Dinas yang berisi
persetujuan terhadap suatu permohonan yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Surat Kuasa adalah Naskah Dinas dari pejabat yang
berwenang kepada bawahan Dberisi pemberian
wewenang dengan atas namanya untuk melakukan
suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
Surat Perintah Tugas adalah Naskah Dinas dari
atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi
perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Surat Undangan adalah Naskah Dinas dari pejabat
yang berwenang  berisi undangan kepada
pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan
untuk menghadiri suatu acara kedinasan.

Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah
Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi
pernyataan  bahwa  seorang  pegawai  telah
menjalankan tugas.

Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah Naskah
Dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan
atau pejabat tertentu untuk melaksanakan
perjalanan dinas.

Surat Kuasa adalah Naskah Dinas dari pejabat yang
berwenang kepada bawahan berisi pemberian
wewenang dengan atas namanya untuk melakukan
suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah
Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi
pernyataan  bahwa  seorang  pegawai  telah
menjalankan tugas.

Surat Panggilan adalah Naskah Dinas dari pejabat
yang berwenang berisi panggilan kepada seorang
pegawai untuk menghadap.

Surat Pengantar adalah Naskah Dinas berisi jenis
dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda
terima.

Surat Izin adalah Naskah Dinas yang berisi
persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang.



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Nota Dinas adalah Naskah Dinas yang bersifat
internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat
atau dari bawahan kepada atasan.

Lembar Disposisi adalah Naskah Dinas dari pejabat
yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada
bawahan.

Telaahan Staf adalah Naskah Dinas dari bawahan
kepada atasan antara lain berisi analisis
pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara
sistematis.

Pengumuman adalah Naskah Dinas dari pejabat
yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat
umum.

Laporan adalah Naskah Dinas dari bawahan kepada
atasan yang berisi informasi dan
pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas
kedinasan.

Rekomendasi adalah Naskah Dinas dari pejabat yang
berwenang berisi keterangan atau catatan tentang
sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan
pertimbangan kedinasan.

Telegram adalah Naskah Dinas dari pejabat yang
berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui
telekomunikasi elektronik.

Berita Acara adalah Naskah Dinas yang berisi
keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani
oleh para pihak.

Notulen adalah Naskah Dinas yang memuat catatan
proses sidang atau rapat.

Memo adalah Naskah Dinas dari pejabat yang

berwenang berisi catatan tertentu.



37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Daftar Hadir adalah Naskah Dinas dari pejabat
berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran
seseorang.

Perjanjian Internasional/ Memorandum of
Understanding (MoU) adalah perjanjian dalam
bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam
hukum internasional yang dibuat secara tertulis
serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang
hukum publik.

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang
selanjutnya disingkat STTPP adalah Naskah Dinas
yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus
pendidikan dan pelatihan tertentu.

Piagam adalah Naskah Dinas dari pejabat yang
berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang
telah dicapai atau keteladanan yang telah
diwujudkan.

Sertifikat adalah Naskah Dinas yang merupakan
tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan
tertentu.

Perubahan adalah mengubah atau menyisipkan
suatu Naskah Dinas.

Ralat adalah perbaikan yang dilakukan terhadap
sebagian materi Naskah Dinas melalui pernyataan
ralat dalam Naskah Dinas yang baru.

Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak
berlakunya suatu Naskah Dinas sejak ditetapkan
pencabutan tersebut.

Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu Naskah
Dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.

Unit pengolah adalah unit yang bertugas
menindaklanjuti Naskah Dinas;

Unit kearsipan adalah unit yang bertugas

mengendalikan Naskah Dinas.



48.

49.

50.

51.
52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

59.

Lembaran Daerah adalah Naskah Dinas untuk
mengundangkan Peraturan Daerah.

Berita Daerah adalah Naskah Dinas untuk
mengundangkan Peraturan Bupati dan Peraturan
Bersama Bupati.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat
UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau
Badan yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kulon Progo.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Kulon Progo.

Asisten adalah seseorang yang menjabat sebagai
Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
Staf Ahli adalah sesorang yang menjabat sebagai staf
ahli Bupati Kulon Progo.

Fonta Nyk_Ngayogyan.ttf adalah fonta aksara jawa
dengan cakrik atau langgam yang diambil dari gaya
aksara Jawa cetak pada buku Gericke, J.F.C tahun
1847 yang merupakan fonta aksara jawa versi
unicode dan disediakan juga versi ANSI/ASCII.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.



BAB II
TATA NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Asas Tata Naskah Dinas terdiri atas:

a.

b.

C
d.

®

=

(1)

(2)

(3)

(4)

()

asas efisien dan efektif;

asas pembakuan;

. asas akuntabilitas;

asas keterkaitan;
asas kecepatan dan ketepatan; dan

asas keamanan.

Pasal 3
Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a dilakukan melalui penyederhanaan
dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar
naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam
penggunaan Bahasa Indonesia yang baik, benar dan
lugas.
Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b dilakukan melalui tata cara dan
bentuk yang telah dibakukan.
Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf c yaitu penyelenggaraan tata naskah
dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi
isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan
dokumentasi.
Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2  huruf d yaitu tata naskah dinas
diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf e yaitu tata naskah dinas

diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.
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Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf f yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas

harus aman secara fisik dan substansi.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Tata Naskah Dinas terdiri

atas:

a.
b.

o

o

(1)

(2)

(3)

(4)

ketelitian;
kejelasan;
singkat dan padat; dan

logis dan meyakinkan.

Pasal 5

Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf a diselenggarakan secara teliti dan cermat
dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah
bahasa dan penerapan kaidah ejaan di dalam
pengetikan.

Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b  diselenggarakan dengan
memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi
dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.

Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf c diselenggarakan dengan
menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf d diselenggarakan secara runtut
dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat

harus lengkap dan efektif.
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Bagian Ketiga

Penyelenggaraan

Pasal 6
Penyelenggaraan Naskah Dinas dilaksanakan sebagai
berikut:

a. pengelolaan Naskah Dinas masuk;

=

pengelolaan Naskah Dinas keluar;

tingkat keamanan;

o o

kecepatan proses;

®

penggunaan kertas Naskah Dinas;

=

pengetikan; dan

g. warna dan kualitas kertas.

Pasal 7

Pengelolaan Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:
a. Perangkat Daerah Penerima menindaklanjuti Naskah

Dinas yang diterima melalui tahapan:

1. Unit kearsipan atau unit lain yang
menyelenggarakan fungsi kesekretariatan
mencatat dan mengklasifikasikan sesuai sifat dan
isi Naskah Dinas; dan

2. Unit Pengolah menindaklanjuti Naskah Dinas
sesuai arahan pimpinan dan
menyimpan/mengarsipkan Naskah Dinas.

b. tembusan Naskah Dinas jawaban yang ada
tembusannya disampaikan kepada yang berhak; dan
c. alur pengelolaan Naskah Dinas melalui pejabat

tertinggi hingga pejabat terendah yang berwenang.
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Pasal 8

Pengelolaan Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui tahapan:

a.

(1)

(2)

(1)

konsep Naskah Dinas dikoordinasikan dan diparaf
oleh pejabat yang berwenang secara bertahap dan
dicatat oleh Unit Pengolah guna pengendalian;

Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh
Unit Kearsipan;

Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b
wajib segera dikirim kepada pihak yang dituju; dan
pertinggal/copy Naskah Dinas disimpan/diarsipkan
pada Unit Pengolah.

Pasal 9
Penggandaan terhadap Naskah Dinas keluar
dilakukan setelah ditandatangani oleh pejabat yang
berhak.
Penggandaan Naskah Dinas keluar yang kategori
klasifikasi keamanannya sangat rahasia, rahasia, dan

terbatas harus diawasi secara ketat.

Pasal 10

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf c dilakukan dengan mencantumkan

kode pada sampul Naskah Dinas sebagai berikut:

a. surat sangat rahasia yang disingkat SR merupakan
Naskah Dinas yang materi dan sifatnya harus
sangat dijaga/diamankan kerahasiaannya atau
terkait dengan rahasia, keamanan, dan
keselamatan negara;

b. surat rahasia yang disingkat R merupakan Naskah
Dinas yang materi dan  sifatnya  harus
dijaga/diamankan kerahasiaannya karena akibat
kebocorannya dapat berdampak terhadap kerugian

atau disintegrasi bangsa;



(2)

(3)

(4)

(1)
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c. surat terbatas yang disingkat T merupakan Naskah
Dinas yang apabila materi dan informasinya
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerjanya,

d. surat biasa/terbuka yang disingkat B merupakan
Naskah Dinas yang materi dan informasinya dapat
diketahui umum, tidak berdampak terhadap
keamanan dan keselamatan negara, namun tetap
tidak boleh disampaikan kepada pihak yang tidak
berhak.

Hak akses atas Naskah Dinas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, b, dan c diberikan kepada

pejabat tertinggi dan yang setingkat di bawahnya
setelah mendapat izin dari pengawas
internal/eksternal dan atau penegak hukum.

Hak akses atas Naskah Dinas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d diberikan kepada semua pejabat

dan staf yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan

Naskah Dinas yang bersangkutan.

Klasifikasi tingkat keamanan dan hak akses Naskah

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

dengan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati

yang mengatur tentang sistem klasifikasi keamanan

dan akses arsip.

Pasal 11
Perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan
klasifikasi tingkat keamanan dan hak akses
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
pembuatan/penyusunan,;
pemberian kode untuk menunjukkan klasifikasi
tingkat keamanan dan hak akses;
c. pemberian nomor seri dan scurity printing; dan
d. pengawasan untuk menjamin keamanan Naskah

Dinas yang bersifat sangat rahasia dan rahasia.
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(2) Perlakuan terhadap Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Kecepatan proses pengelolaan Naskah Dinas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dengan klasifikasi

sebagai berikut:

a. amat segera/kilat yakni harus diproses dalam batas
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak
Naskah Dinas diterima;

b. segera yakni harus diproses dalam batas waktu paling
lama 48 (empat puluh delapan) jam sejak Naskah
Dinas diterima;

c. penting yakni harus diproses dalam batas waktu
paling lama 72 (tujuh puluh dua) jam sejak Naskah
Dinas diterima; dan

d. biasa yakni harus diproses dalam batas waktu paling

lama 3 (tiga) hari kerja sejak Naskah Dinas diterima.

Pasal 13

Penggunaan kertas Naskah Dinas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf e sebagai berikut:

a. kertas Hout Vrij Schift (HVS) 70 (tujuh puluh) gram;

b. kertas HVS 70 (tujuh puluh) gram dengan tingkat
keasaman tertentu, dapat digunakan untuk Naskah
Dinas yang mempunyai nilai guna tinggi dan/atau
yang umum penyimpannya panjang/lama;

c. kertas HVS 80 (delapan puluh) gram digunakan untuk
Naskah Dinas dengan lambang negara berwarna emas
atau dengan logo daerah berwarna hitam;

d. kertas Folio/F4 (215mm x 330mm) digunakan untuk

surat-menyurat;
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kertas A4 (210mm x 297mm) digunakan untuk
makalah, kertas kerja, dan laporan; dan

kertas A5 (165mm x 297mm) digunakan untuk naskah
pidato.

Pasal 14

Pengetikan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf f selain produk hukum daerah

adalah sebagai berikut:

a. jenis huruf Arial 12 (dua belas); dan

b. jarak 1 (satu) spasi atau 1,5 (satu koma lima) spasi
atau sesuai kebutuhan dengan memperhatikan
aspek keserasian, estetika, dan
banyak/panjangnya materi Naskah Dinas.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dalam  pengetikan Naskah Dinas perlu

memperhatikan:

a. penentuan batas/ruang tepi;

b. penggunaan kata penyambung;

c. penomoran Naskah Dinas;

d. penomoran halaman;

e. tembusan; dan

f. lampiran.

Ketentuan Pengetikan Naskah Dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Warna dan kualitas kertas Naskah Dinas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan

kualitas baik.
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BAB III
BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS

Pasal 16
Bentuk dan susunan Naskah Dinas meliputi:
a. Naskah Dinas produk hukum daerah; dan
b. Naskah Dinas surat.
Bentuk, format, dan teknis penyusunan Naskah Dinas
produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 17
Bentuk dan susunan Naskah Dinas surat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf b meliputi:

a. Instruksi;

b. Surat Edaran;

c. Surat Biasa;

d. Surat Keterangan;

e. Surat Perintah;

f. Surat Izin;

g. Surat Perjanjian;

h. Surat Perintah Tugas;

i. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
j.  Surat Kuasa;

k. Surat Undangan;

l. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
m. Surat Panggilan;

n. Nota Dinas;

o. Lembar Disposisi;

p. Telaahan Staf;

q. Pengumuman;

r. Rekomendasi;

/2]

Surat Pengantar;

Telegram;



(2)
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u. Lembaran Daerah;

v. Berita Daerah;

w. Berita Acara;

x. Notulen;

y. Memo;

z. Daftar Hadir;

aa. Piagam;

bb. Sertifikat; dan

cc. STTPP.

Contoh, bentuk, dan Format Naskah Dinas surat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK

(1)

(2)

(3)

BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN,
DAN PENJABAT

Pasal 18

Atas nama yang disingkat a.n. digunakan dalam
hubungan internal untuk pelimpahan wewenang dari
pejabat kepada pejabat setingkat di bawahnya.

Untuk beliau yang disingkat u.b. digunakan dalam
hubungan internal untuk pelimpahan wewenang dari
pejabat kepada pejabat dua tingkat di bawahnya.
Tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang yang
telah dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), tetap berada pada pejabat yang
melimpahkan wewenang, sedangkan pejabat penerima
pelimpahan wewenang bertanggung jawab kepada

pejabat yang melimpahkan wewenang.
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Pasal 19

(1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat
sementara pada jabatan tertentu yang mendapat
pelimpahan wewenang untuk menandatangani Naskah
Dinas karena pejabat tetap/definitif =~ belum
ada/dilantik.

(2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab atas Naskah Dinas yang

ditandatanganinya.

Pasal 20

(1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan
pejabat sementara pada jabatan tertentu yang
mendapat pelimpahan wewenang menandatangani
Naskah  Dinas karena  pejabat tetap/definitif
berhalangan sementara.

(2) Pelaksana tugas harian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan Naskah

Dinas kepada pejabat tetap/definitif.

Pasal 21
(1) Penjabat merupakan pejabat sementara Bupati.
(2) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang menandatangani Naskah Dinas yang

menjadi kewenangannya.
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BAB V
PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN,

DAN PENGGUNAAN TINTA

Bagian Kesatu

Paraf

Pasal 22

(1) Setiap Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang terlebih dahulu diparaf
koordinasi dan/atau paraf hierarki.

(2) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah paraf beberapa pejabat yang berwenang dari
unit-unit kerja terkait karena materi Naskah Dinas
berkaitan dan perlu dikoordinasikan antar unit kerja.

(3) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah paraf pejabat yang berwenang secara berjenjang
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengetikan,
redaksi, materi, dan substansi Naskah Dinas.

(4) Contoh bentuk pembubuhan paraf sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penulisan dan Penandatangan

Pasal 23

Penulisan nama Bupati, Wakil Bupati, Penjabat, dan
Pejabat pada Naskah Dinas surat dapat menyertakan

gelar akademik.



20

Pasal 24

Penandatanganan oleh Bupati adalah pada Naskah

Dinas surat dalam bentuk dan susunan sebagai berikut:

a.

o

2 o

5o o

e

—.

Instruksi;

Surat Edaran;

Surat Biasa;

Surat Keterangan;

Surat Perintah;

Surat Izin;

Surat Perjanjian;

. Surat Perintah Tugas;

Surat Kuasa;

Surat Undangan;

k. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;

—_

Qo T o BB

@

Surat Panggilan;

.Nota Dinas;

Lembar Disposisi;

Pengumuman;

. Laporan;

. Rekomendasi;

Telegram;

Berita Acara;

t. Memo;

(1)

. Piagam;
. Sertifikat; dan
. STTPP.

Pasal 25

Penandanganan oleh Wakil Bupati adalah pada

Naskah Dinas surat dalam bentuk dan susunan

sebagai berikut:

a.

o

moo a0

Surat Biasa;

Surat Keterangan;
Surat Perintah;

Surat Izin;

Surat Perintah Tugas;

Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
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Nota Dinas;

7Q

h. Lembar Disposisi;
i. Telaahan Staf;
j. Laporan;
k. Rekomendasi; dan
l. Memo.
(2) Penandatangan oleh Wakil Bupati atas nama Bupati
adalah pada Naskah Dinas surat dalam bentuk dan
susunan sebagai berikut:

a. Surat Edaran;

b. Surat Biasa;

c. Surat Keterangan;

d. Surat Perintah;

e. Surat Izin;

f. Surat Perintah Tugas;
g. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
h. Nota Dinas;

i. Lembar Disposisi;

j.  Pengumuman;

k. Telegram;

1. Berita Acara;

m. Piagam; dan

n. Sertifikat.

Pasal 26
(1) Penandatanganan oleh Sekretaris Daerah adalah pada
Naskah Dinas surat dalam bentuk dan susunan
sebagai berikut:

a. Surat Biasa;

b. Surat Keterangan,;

c. Surat Perintah;

d. Surat Izin;

e. Surat Perjanjian;

f. Surat Perintah Tugas;

g. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
h. Surat Kuasa;



(2)
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i. Surat Undangan;
j- Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;

Surat Panggilan;

[am—

Nota Dinas;

m. Lembar Disposisi;
n. Telaahan Staf;

0. Pengumuman;

p- Laporan;

q. Rekomendasi

r. Surat Pengantar;
s. Lembaran Daerah;

Berita Daerah;
u. Berita Acara;
v. Notulen;
w. Memo;
x. Daftar Hadir; dan
y. Sertifikat.

Penandatanganan oleh Sekretaris Daerah atas nama
Bupati pada Naskah Dinas Surat dalam bentuk dan
susunan sebagai berikut:

a. Surat Edaran;

b. Surat Biasa;

c. Surat Keterangan,;

d. Surat Perintah;

e. Surat Izin;

f.  Surat Perjanjian;

g. Surat Perintah Tugas;

h. Surat Undangan;

i. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;

j- Surat Panggilan;

k. Nota Dinas;

[S—

Pengumuman;
m. Telegram,;
n

Berita Acara;

©

Piagam;
Sertifikat; dan
STTPP.

i
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Pasal 27
(1) Penandatanganan oleh Asisten pada Naskah Dinas
Surat dalam bentuk dan susunan sebagai berikut:

a. Nota Dinas;

o

Lembar Disposisi;
c. Telaahan Staf;
d. Laporan;
e. Surat Pengantar;
f. Notulen; dan
g. Memo.
(2) Penandatanganan oleh Asisten atas nama Sekretaris
Daerah pada Naskah Dinas Surat dalam bentuk dan

susunan sebagai berikut:

a. Surat Biasa;

b. Surat Keterangan,;

c. Surat Perintah;

d. Surat Perintah Tugas;

e. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
f. Surat Undangan;

g. Surat Panggilan;

h. Nota Dinas;

[y

Laporan;
j- Surat Pengantar; dan

k. Daftar Hadir.

Pasal 28
Penandatanganan oleh Staf Ahli pada Naskah Dinas surat
dalam bentuk dan susunan sebagai berikut:
a. Telaahan Staf; dan

b. Laporan.

Pasal 29
(1) Penandatanganan oleh Kepala Perangkat Daerah pada
Naskah Dinas surat dalam bentuk dan susunan

sebagai berikut:



(2)

(3)
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Instruksi;

o P

Surat Biasa;

Surat Keterangan;

o o

Surat Perintah;
Surat Izin;
Surat Perjanjian;

Surat Perintah Tugas;

5o o

Surat Perintah Perjalanan Dinas;

[S—ey

Surat Kuasa;

Surat Undangan;

o

Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;

[am—

Surat Panggilan;

Nota Dinas;

5 B

Lembar Disposisi;

Telaahan Staf;

©

Pengumuman;

Laporan;

IS

Rekomendasi;

]

Berita Acara;

Memo;

u. Daftar Hadiri; dan

v. Sertifikat.

Penandatanganan oleh Kepala Perangkat Daerah atas
nama Bupati pada Naskah Dinas surat dalam bentuk
dan susunan sebagai berikut:

a. Surat Biasa;

b. Surat Keterangan;

c. Surat Perintah;

d. Surat Undangan;

e. Piagam; dan

f. Sertifikat.

Selain penandatanganan pada Naskah Dinas surat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan
fungsi bidang pendidikan atas nama Bupati
menandatangani Naskah Dinas surat dalam bentuk

dan susunan sebagai berikut:



a.

b.
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Pengumuman; dan

STTPP.

Pasal 30

(1) Penandatanganan oleh Kepala UPT Dinas/Badan dan

(2)

Lurah pada Naskah Dinas surat dalam bentuk dan

susunan sebagai berikut:

a.

o

o o

5ot o

[

mo

[am—

5 B

©

N

S.

Surat Biasa;

Surat Perintah;

Surat Perjanjian;

Surat Perintah Tugas;

Surat Perintah Perjalanan Dinas;
Surat Kuasa;

Surat Undangan;

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Tugas;
Surat Panggilan;

Nota Dinas;

Notulen;

Lembar Disposisi;

Telaahan Staf;

Pengumuman;

Laporan;

Rekomendasi;

Berita Acara;

Memo; dan

Daftar Hadir.

Penandatanganan oleh Kepala UPT Dinas/Badan atas

nama Kepala Dinas/Badan atau Lurah atas nama

Penewu pada Naskah Dinas surat dalam bentuk dan

susunan sebagai berikut:

a.

o

S o N o)

Surat Biasa;
Surat Keterangan;
Surat Perintah;
Nota Dinas;
Berita Acara;
Daftar Hadir; dan

Surat Perintah Perjalanan Dinas.
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Pasal 31
(1) Penandatanganan oleh Sekretaris Perangkat Daerah
pada Naskah Dinas surat dalam bentuk dan susunan
sebagai berikut:

a. Surat Biasa;

b. Surat Keterangan,;
c. Surat Perintah;

d. Surat Kuasa;

e. Surat Undangan;
f. Nota Dinas;

g. Notulen;

h. Lembar Disposisi;

[

Telaahan Staf;

j. Laporan;
k. Memo; dan
1. Daftar Hadir.

(2) Penandatanganan oleh Sekretaris Perangkat Daerah
atas nama Kepala Perangkat Daerah pada Naskah
Dinas surat dalam bentuk dan susunan sebagai
berikut:

a. Surat Biasa;

b. Surat Keterangan;
c. Surat Perintah;

d. Surat Undangan;
e. Nota Dinas;

f. Laporan; dan

g. Daftar Hadir.

Pasal 32
(1) Penandatanganan oleh Kepala Bagian atau Kepala
Bidang pada Naskah Dinas surat dalam bentuk dan
susunan sebagai berikut:
a. Surat Perintah;
b. Nota Dinas;

c. Lembar Disposisi;



(2)

(1)

(2)

(1)
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d. Telaahan Staf;

e. Laporan; dan

f. Daftar Hadir.

Penandatanganan oleh Kepala Bagian atau Kepala
Bidang atas nama Kepala Perangkat Daerah pada
Naskah Dinas surat dalam bentuk dan susunan
sebagai berikut:

a. Surat Biasa;

b. Surat Keterangan,;

c. Surat Perintah;

d. Nota Dinas; dan

e. Daftar Hadir.

Pasal 33
Penandatanganan oleh Kepala Subbagian, Kepala Sub
Bidang, atau Kepala Seksi pada Naskah Dinas surat
dalam bentuk dan susunan sebagai berikut:
a. Notulen;
b. Nota Dinas;
c. Telaahan Staf; dan
d. Laporan.
Penandatanganan oleh Kepala Subbagian, Kepala Sub
Bidang, atau Kepala Seksi atas nama Sekretaris
Perangkat Daerah, Kepala Bagian, atau Kepala Bidang
pada Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan
sebagai berikut:
a. Surat Perintah;
b. Nota Dinas; dan

c. Daftar Hadir.

Bagian Ketiga
Penggunaan Tinta

Pasal 34
Penggunaan tinta untuk pengetikan Naskah Dinas

surat adalah dengan tinta warna hitam.
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(2) Penggunaan tinta untuk penandatanganan dan paraf

Naskah Dinas adalah dengan tinta warna biru tua.

BAB VI

STEMPEL

Bagian Kesatu

Jenis, Bentuk, Isi, dan Ukuran Stempel

Pasal 35
Jenis Stempel untuk Naskah Dinas meliputi:
a. Stempel Jabatan Bupati;
b. Stempel Pemerintah Kabupaten; dan

c. Stempel Perangkat Daerah.

Pasal 36
Stempel jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 huruf a berbentuk lingkaran berisi tulisan Bupati
dan Kulon Progo dengan pembatas tanda bintang segi

lima dan lambang negara di tengah lingkaran.

Pasal 37
Stempel Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 huruf b berbentuk lingkaran berisi tulisan
Pemerintah Kabupaten dan Kulon Progo dengan pembatas
tanda bintang segi lima dan lambang daerah di tengah

lingkaran.

Pasal 38
(1) Stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 huruf ¢ meliputi:
a. Stempel Perangkat Daerah;
b. Stempel UPT;



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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c. Stempel Perangkat Daerah untuk keperluan
tententu; dan
d. Stempel Kelurahan.
Stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a berbentuk lingkaran berisi
tulisan Pemerintah Kabupaten dan Kulon Progo
dengan pembatas tanda bintang segi lima dan tulisan
nama Perangkat Daerah yang bersangkutan di tengah
dua garis melintang di tengah lingkaran.
Stempel UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berbentuk lingkaran berisi tulisan Pemerintah
Kabupaten Kolon Progo dan Nama Perangkat Daerah
dengan pembatas tanda bintang segi lima dan nama
UPT yang bersangkutan di tengah dua garis melintang
di tengah lingkaran.
Stempel Perangkat Daerah untuk keperluan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
berbentuk lingkaran dan  berisi sebagaimana
ditentukan pada ayat (2), dipergunakan untuk
keperluan seperti legalisasi kartu pegawai, tanda
pengenal, dan sejenisnya.
Stempel Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d berbentuk lingkaran bersisi tulisan
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Kapanewon
Daerah dengan pembatas tanda bintang segi lima, dan
nama Kelurahan yang bersangkutan di tengah dua
garis melintang di tengah lingkaran
Tulisan Nama Pemerintah Kabupaten, Perangkat
Daerah dan UPT pada stempel sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dapat disingkat

untuk menyesuaikan dengan ruang stempel.
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Pasal 39

(1) Ukuran semua jenis Stempel sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35, kecuali Stempel Perangkat Daerah
untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c adalah sebagai
berikut:

a. ukuran/diameter garis lingkaran luar Stempel
adalah 4 cm (empat centi meter);

b. ukuran/diameter garis lingkaran tengah Stempel
adalah 3,8 cm (tiga koma delapan centi meter);

c. ukuran/diameter garis lingkaran dalam Stempel
adalah 2,7 cm (dua koma tujuh centi meter); dan

d. ukuran jarak antara 2 (dua) garis melintang di
tengah lingkaran Stempel paling lebar 1 cm (satu
centi meter).

(2) Ukuran Stempel Perangkat Daerah untuk keperluan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(1) huruf c adalah sebagai berikut:

a. ukuran/diameter garis lingkaran luar Stempel
adalah 1,8 cm (satu koma delapan centi meter);

b. ukuran/diameter garis lingkaran tengah Stempel
adalah 1,7 cm (satu koma tujuh centi meter);

c. ukuran/diameter garis lingkaran dalam Stempel
adalah 1,2 cm (satu koma dua centi meter); dan

d. ukuran jarak antara 2 (dua) garis melintang di
tengah lingkaran Stempel paling lebar 0,5 cm (nol

koma lima centi meter).

Pasal 40
Bentuk, isi, dan ukuran semua jenis Stempel
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kedua

Hak Penggunaan, Warna Tinta, dan Pembubuhan Stempel

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pasal 41

Pejabat yang berhak menggunakan Stempel Jabatan

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a

adalah Bupati dan Wakil Bupati.

Pejabat yang berhak  menggunakan  Stempel

Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 huruf b adalah:

a. Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati; dan

b. Staf Ahli.

Pejabat yang berhak menggunakan Stempel Perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf

a dan huruf c adalah:

a. Kepala Perangkat Daerah; dan

b. Pejabat unit kerja dalam Perangkat Daerah yang
berwenang menandatangani Naskah Dinas atas
pelimpahan wewenang dengan atas nama atau
untuk beliau.

Pejabat yang berhak menggunakan Stempel UPT

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b

adalah:

a. Kepala UPT; dan

b. Pejabat unit kerja dalam UPT yang berwenang
menandatangani Naskah Dinas atas pelimpahan
wewenang dengan atas nama atau untuk beliau.

Pejabat yang berhak menggunakan Stempel Kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d

adalah:

a. Lurah; dan

b. Sekretaris Lurah yang berwenang menandatangani
Naskah Dinas atas pelimpahan wewenang dengan

atas nama Lurah.



(1)

(2)
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Pasal 42
Warna tinta Stempel untuk semua jenis Stempel
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah ungu.
Pembubuhan Stempel untuk semua jenis Stempel
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah pada
bagian kiri tanda tangan pejabat penandatangan

Naskah Dinas.

Bagian Ketiga

Pengadaan, Penggandaan, dan Pemegang serta Penyimpan

(1)

(2)

(3)

Stempel

Pasal 43

Pengadaan, penggandaan, pemegang serta penyimpan
Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf
a dan huruf b dilaksanakan oleh unit kerja yang
melaksanakan fungsi di bidang ketatausahaan pada
Sekretariat Daerah.

Pengadaan, penggandaan, pemegang serta penyimpan
Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf
c adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi di
bidang ketatausahaan pada Perangkat Daerah.
Pengadaan, pemegang dan penyimpan stempel
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dan
huruf d adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi

di bidang ketatausahaan pada UPT dan Kelurahan.
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BAB VII
KOP NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Jenis dan Isi

Pasal 44

Jenis Kop Naskah Dinas meliputi:

(1)

(2)

Kop Naskah Dinas Jabatan Bupati;

Kop Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten; dan

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang meliputi:

1.
2.
3.

Isi

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah;
Kop Naskah Dinas UPT; dan
Kop Naskah Dinas Kelurahan.

Pasal 45

Kop Dinas Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 huruf a untuk Naskah Dinas meliputi:

a.

Isi

lambang negara berwarna hitam dan Bupati Kulon
Progo di bagian atas tengah yang dilengkapi
dengan tulisan aksara jawa; dan

tulisan alamat, kode pos, nomor telepon, nomor
faksimile, website, e-mail di bagian tengah bawah.

Kop Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 hurub b

meliputi:

a.

lambang daerah berwarna hitam dan tulisan
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di bagian atas
tengah yang dilengkapi dengan tulisan aksara
Jawa; dan

tulisan alamat, kode pos, nomor telepon, nomor
faksimile, website, e-mail dan di bagian tengah

atas.
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(4)

(5)

(6)

(7)
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Isi Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 huruf c angka 1 meliputi:

a. lambang daerah berwarna hitam di bagian kiri
atas; dan

b. tulisan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Nama
Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan tulisan
aksara Jawa, serta alamat, kode pos, nomor
telepon, nomor faksimile, website, e-mail di
sebelah kanan lambang daerah.

Isi Kop Naskah Dinas UPT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 huruf c angka 2 meliputi:

a. lambang daerah berwarna hitam di bagian kiri
atas; dan

b. tulisan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Nama
Perangkat Daerah induk, nama UPT yang
dilengkapi dengan tulisan aksara Jawa, serta
alamat, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile,
website, e-mail di sebelah kanan lambang daerah.

Isi Kop Naskah Dinas Kelurahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 huruf c angka 3 meliputi:

a. lambang daerah berwarna hitam yang di bagian
kiri atas; dan

b. tulisan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, nama
Kapanewon, mnama Kelurahan yang dilengkapi
dengan tulisan aksara Jawa, serta alamat, kode
pos, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-
mail, di sebelah kanan lambang daerah.

Penulisan aksara Jawa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sampai dengan ayat (5) menggunakan gagrag

ngayogyan fonta Nyk_Nyayogyan.ttf.

Format Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

(4)
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Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 46

Kop Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 huruf a digunakan untuk Naskah
Dinas yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil
Bupati.

Kop Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b
digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani
oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah
atas nama Bupati.

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 huruf c angka 1 digunakan
untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala
Perangkat Daerah atau pejabat unit kerja dalam
Perangkat Daerah atas nama Kepala Perangkat
Daerah;

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 huruf c angka 2 digunakan
untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala
UPT atau pejabat unit kerja dalam UPT atas nama
Kepala UPT.

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 huruf c angka 3 digunakan
untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Lurah

atau Sekteraris Lurah atas nama Lurah.
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BAB VIII
SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 47

Jenis sampul Naskah Dinas meliputi:

a. sampul Naskah Dinas Jabatan Bupati;

b. sampul Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten; dan

c. sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah yang
meliputi:
1. sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah;
2. sampul Naskah Dinas UPT; dan

3. sampul Naskah Dinas Kelurahan.

Bagian Kedua

Bentuk dan Ukuran

Pasal 48
(1) Bentuk sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 adalah empat persegi panjang.
(2) Ukuran sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 adalah sebagai berikut:
a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm
dan lebar 30 cm;
b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm
dan lebar 25 cm;
c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28
cm dan lebar 18 cm; dan
d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang

28 cm dan lebar 14 cm.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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Bagian Ketiga

Warna dan Isi

Pasal 49

Warna kertas sampul Naskah Dinas Jabatan Bupati
dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 huruf a dan huruf b adalah putih.

Warna kertas sampul Naskah Dinas Perangkat
Daerah, UPT, dan Kelurahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47 huruf c adalah coklat.

Pasal 50

Isi sampul Naskah Dinas Jabatan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi lambang
negara berwarna hitam dan tulisan Bupati Kulon
Progo di bagian tengah atas yang dilengkapi dengan
tulisan aksara Jawa serta alamat, kode pos, nomor
telepon, nomor faksimile, website, e-mail, di bagian
tengah atas.

Isi sampul Naskah Dinas Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b
meliputi lambang daerah berwarna hitam dan tulisan
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang dilengkapi
dengan tulisan aksara Jawa serta alamat, kode pos,
nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail di
bagian tengah atas.

Isi sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf ¢ angka
1 meliputi lambang daerah berwarna hitam
ditempatkan di bagian kiri atas, tulisan Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo, nama Perangkat Daerah yang
dilengkapi dengan tulisan aksara Jawa, serta alamat,
kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, website,

e-mail di sebelah kanan lambang daerah.



(4)

(9)

(6)
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Isi sampul Naskah Dinas UPT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 huruf c angka 2 meliputi lambang
daerah berwarna hitam ditempatkan di bagian kiri
atas, tulisan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,
nama Perangkat Daerah induk, dan nama UPT yang
dilengkapi dengan tulisan aksara Jawa, serta alamat,
kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, website,
e-mail di bagian tengah atas.

Isi sampul Naskah Dinas Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 huruf c angka 3 meliputi
tulisan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, nama
Kapanewon, dan nama Kelurahan yang dilengkapi
dengan tulisan aksara Jawa, serta alamat, nomor
telepon, nomor faksimile, website, e-mail, dan kode pos
di bagian tengah atas.

Format sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Huruf G yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN DAN RALAT

(1)

NASKAH DINAS

Pasal 51
Perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat
Naskah Dinas dapat dilakukan apabila ada bagian
tertentu seperti lambang, nama Perangkat Daerah,
stempel, dan lain-lain yang secara jelas memerlukan

perubahan, pencabutan, pembatalan, atau ralat.
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(2) Perubahan atau pencabutan Naskah Dinas dilakukan

dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sama.

(3) Perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat

Naskah Dinas dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. perubahan, pencabutan, dan pembatalan
dilakukan dengan Naskah Dinas setingkat atau
lebih tinggi;

b. perubahan, pencabutan, dan pembatalan
dilakukan oleh pejabat yang menandatangani
Naskah Dinas yang bersangkutan atau oleh
pejabat yang lebih tinggi; dan

c. ralat karena adanya kekeliruan kecil seperti salah
ketik, dilakukan oleh pejabat yang
menandatangani Naskah Dinas yang

bersangkutan.

BAB X
PENYELENGGARAAN TATA NASKAH DINAS

SECARA ELEKTRONIK

Pasal 52

(1) Tata Naskah Dinas dapat diselenggarakan secara

(2)

elektronik atau menggunakan sarana teknologi
informasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Tata
Naskah Dinas secara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Bupati tersendiri.
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BAB XI
PAPAN NAMA

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 53

Jenis papan nama meliputi:

papan nama Kantor Bupati;
papan nama Perangkat Daerah;
papan nama UPT; dan

papan nama Kelurahan.

Bagian Kedua

Bentuk, Ukuran, dan Isi

Pasal 54

Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

berbentuk empat persegi panjang dan ukurannya

disesuaikan dengan besar bangunan.

(1)

(2)

Pasal 55

Papan nama Kantor Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 huruf a berisi tulisan Kantor Bupati
Kulon Progo yang dilengkapi dengan tulisan aksara
Jawa, serta alamat, kode pos dan nomor telepon.

Papan nama Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf b berisi tulisan
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan nama
Perangkat Daerah yang disertai tulisan aksara Jawa,

serta alamat, kode pos dan nomor telepon.



(3)

(4)

(9)
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(2)
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Papan nama UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53 huruf c berisi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,
nama Perangkat Daerah induk dan nama UPT yang
disertai tulisan aksara Jawa, serta alamat, kode pos
dan nomor telepon.

Papan nama Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 huruf d berisi tulisan Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo, nama Kapanewon dan nama Kelurahan
yang disertai tulisan aksara Jawa, serta alamat, kode
pos dan nomor telepon.

Format penulisan pada papan nama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Huruf H yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Papan Nama Bersama dan Penempatan

Pasal 56

Apabila dalam 1 (satu) kompleks atau bangunan
gedung terdapat beberapa Perangkat Daerah, dapat
dibuat papan nama bersama bertuliskan nama-nama
Perangkat Daerah.

Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah
dilihat, dan serasi dengan letak, luas dan bentuk

bangunan.
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BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

(1) Perumusan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi
terkait peraturan Tata Naskah Dinas dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan fungsi pendukung perumusan
kebijakan strategis bidang organisasi.

(2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tata
Naskah Dinas Pemerintah pencipta arsip dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang kearsipan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2010
tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 46),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon
Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Oktober 2020
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 60

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
'KEP&E.’I BﬁGIﬂN HUKUM SETDA

o NI, nguazz 199503 1 003

f -~
v prC
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

TATA NASKAH DINAS

A. PERLAKUAN TERHADAP NASKAH DINAS

Perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan

dan akses sebagai berikut:

1.

Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses.
Perlakuan Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan
akses, diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di
sebelah kiri atas Naskah Dinas serta penggunaan amplop rangkap
dua untuk Naskah Dinas yang sangat rahasia dan rahasia. Untuk
kode derajat klasifikasi diatur sebagai berikut:

a. Naskah Dinas Sangat Rahasia diberikan kode “SR” dan Naskah
Dinas Rahasia diberikan kode “R” dengan menggunakan tinta
warna merah;

b. Naskah Dinas Terbatas diberikan kode “T” dan Naskah Dinas
Biasa/Terbuka diberikan kode “B” dengan menggunakan tinta
warna hitam.

Pemberian Nomor Seri Pengaman dan Security Printing.

Security printing adalah percetakan yang berhubungan dengan

pengamanan tingkat tinggi pada naskah, dengan tujuan untuk

mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan terhadap
keautentikan dan keterpercayaan Naskah Dinas. Security printing
menggunakan metode-metode teknis sebagai berikut:

a. Kertas Khusus.

Kertas yang dipakai sebagai pengamanan memiliki nomor seri
pengaman yang letaknya diatur secara tersendiri dan hanya
diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Penggunaan kertas ini
harus berurutan sesuai dengan nomor serinya sehingga

memudahkan pelacakan.
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b. Watermarks.

Adalah gambar dikenali atau pola pada kertas yang muncul
lebih terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang harus
dilihat dengan cahaya dari belakang kertas, karena variasi

kerapatan kertas, sebagaimana contoh di bawah ini.

c. Rosettes.

Adalah suatu teknik security printing yang berbentuk garis-
garis melengkung tidak terputus dan menempati suatu area
tertentu. Biasanya menyerupai bunga, sebagaimana contoh di

bawah ini.

d. Guilloche.

Adalah suatu teknik security printing yang terdiri dari garis-
garis melengkung tidak terputus yang menempati suatu area
terbatas yang terbuat sedemikian rupa sehingga membentuk

suatu ornamen border yang indah, sebagaimana contoh di

bawah ini.
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Filter Image.

Adalah suatu teknik security printing yang hanya dapat terlihat
bila filter viewer ini dipasang pada permukaan cetak, dan tanpa

alat pembaca ini, text tidak dapat terbaca, sebagaimana contoh

di bawah ini.

Anticopy.

Adalah suatu teknik security printing dengan garis atau raster
pada area tertentu dan tersembunyi hanya akan nampak
apabila dokumen ini difotokopi, sebagaimana contoh di bawah

ini.

asli copy

Microtext.

Adalah suatu teknik security printing yang memakai elemen
pengaman yang tersembunyi terdiri dari teks dengan ukuran
sangat kecil sehingga secara kasat mata akan tampak seperti
suatu garis. Perlu bantuan lensa pembesar untuk melihat teks,

sebagaimana contoh di bawah ini.



h. Line Width modulation.

Adalah suatu teknik security printing yang terbentuk dari
susunan garis yang mengalami penebalan pada garis-garis
desain lurus maupun lengkungan pada area tertentu,

sebagaimana contoh di bawah ini.
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i. Relief Motif

Adalah suatu teknik security printing yang dibentuk dengan
pembengkokan pada areal tertentu sehingga akan
menimbulkan image seolah-olah desain relief (motif) terkesan

timbul, sebagaimana contoh di bawah ini.

j- Invisible Ink.

Adalah suatu teknik security printing yang berupa aplikasi teks,
gambar maupun logo yang dicetak dengan tinta sekuriti khusus

untuk pengamanan. Tinta tersebut hanya akan tampak apabila
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diamati di bawah sinar ultra violet, sebagaimana contoh di

bawah ini.

3. Pembuatan dan Pengawasan Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia.

a. pembuatan dan pengawasan nomor seri pengaman dan pencetakan
pengamanan Naskah Dinas dilakukan oleh unit kerja yang secara
fungsional mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan
ketatausahaan.

b. pembuatan nomor seri pengaman dan pencetakan pengamanan
dikoordinasikan dengan lembaga teknis terkait.

c. untuk penomoran surat yang membutuhkan pengamanan tinggi,
diperlukan penulisan kode khusus yang tidak mudah untuk

diingat.
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B. KETENTUAN PENGETIKAN NASKAH DINAS.

1.

Penentuan Batas/Ruang Tepi.

Agar penyusunan Naskah Dinas serasi dan rapi (estetis), perlu

diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara

penuh. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas

dan naskah, baik pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi

kiri sehingga terdapat ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan

ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada

peralatan yang digunakan untuk membuat Naskah Dinas yakni

sebagai berikut:

a. ruang tepi atas apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2
(dua) spasi di bawah kop, dan apabila tanpa kop paling sedikit
2 (dua) cm dari tepi atas kertas;

b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm dari tepi
bawah kertas;

c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri kertas; dan

d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi kanan
kertas.

Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut

bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi

suatu Naskah Dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak

spasi dalam paragraf) hendaknya memperhatikan aspek keserasian

dan estetika.
Penggunaan Kata Penyambung

Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda
bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah
lebih dari satu halaman). Kata penyambung ditulis pada akhir
setiap halaman pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah
halaman dengan urutan kata penyambung dan tiga buah titik. Kata
penyambung itu diambil persis sama dari kata pertama halaman
berikutnya. Jika kata pertama dari halaman berikutnya menunjuk
pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring, kata
penyambung juga harus dituliskan sama. Kata penyambung tidak

digunakan untuk pergantian bagian.

Kata penyambung diambil persis sama dari kata pertama halaman

berikutnya. Jika kata pertama dari halaman berikutnya menunjuk
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pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring, kata
penyambung juga harus dituliskan sama. Kata penyambung tidak
digunakan untuk pergantian bagian. Pada dasarnya penggunaan
kata penyambung ini bersifat fleksibel, disesuaikan dengan jenis
Naskah Dinas.

Contoh penulisan kata penyambung pada halaman 1 baris paling

bawah.

Seseorang ........

Contoh penulisan kata penyambung pada halaman 2 baris paling

atas adalah seseorang yang ...... dst.

Seseorang yang

...................................................................

3. Penomoran Naskah Dinas.

Penomoran pada Naskah Dinas merupakan bagian penting dalam
proses penciptaan arsip. Oleh karena itu, susunannya harus dapat
memberikan kemudahan penyimpanan, pengamanan, temu balik,
dan penilaian arsip.

Pada dasarnya, penomoran Naskah Dinas seperti Surat
Perintah /Surat Perintah Tugas, Nota Dinas, maupun Naskah Dinas
surat lainnya, susunan nomor surat terdiri atas:

a. kode klasifikasi arsip; dan

b. nomor naskah, yaitu nomor urut dalam satu tahun berjalan.

4. Penomoran Halaman Naskah Dinas.

Nomor halaman Naskah Dinas ditulis dengan menggunakan nomor
urut angka Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas
dengan membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah
nomor, kecuali halaman pertama Naskah Dinas yang
menggunakan kop Naskah Dinas tidak perlu mencantumkan
nomor halaman.

5. Tembusan.
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Tembusan surat dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang
menunjukan bahwa pihak tersebut perlu mengetahui isi surat

tersebut.

Lampiran.

Jika Naskah Dinas memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran
diberi nomor urut dengan angka Arab. Nomor halaman lampiran

merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya.
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C. FORMAT NASKAH SURAT DINAS.

1. Instruksi

BUPATI KULON PROGO
(ml aﬂas%mzzr](rw 201~ am

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO

Dalam rangka

Kepada 0 PP
e
dst.
Untuk
KE S AT U i o
KE DU A o e
dst.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
Pada tanggal .................
BUPATI KULON PROGO,

NAMA

J1. Perwakilan Nomor 1 Wates, Wates, Kulon Progo 55651
Telp.(0274)773010, Fax (0274)775213,Website:www.kulonprogokab.go.id
Email: pemkab@kulonprogokab.go.id


mailto:pemkab@kulonprogokab.go.id
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2. Surat Edaran.

BUPATI KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

NAMA

Tembusan:

Jl. Perwakilan Nomor 1 Wates, Wates, Kulon Progo 55651
Telp.(0274)773010, Fax (0274)775213,Website:www.kulonprogokab.go.id
Email: pemkab@kulonprogokab.go.id


mailto:pemkab@kulonprogokab.go.id

53

3. Surat Biasa

BUPATI KULON PROGO

a
(L?Z arasn (H‘Z 07 T2 (}O@ an
Wates, ..covvvvinvininnnnn.
Kepada
Nomor e Yth. oo
Sifat e di-
Lampiran @ ..cocceeeeeveeaes s
Hal e
BUPATI KULON PROGO,
NAMA
Tembusan:
|
e
dst

Jl. Perwakilan Nomor 1 Wates, Wates, Kulon Progo 55651
Telp.(0274)773010, Fax (0274)775213,Website:www.kulonprogokab.go.id
Email: pemkab@kulonprogokab.go.id


mailto:pemkab@kulonprogokab.go.id
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4. Surat Keterangan

BUPATI KULON PROGO

&”ZM(IS%&(ZU]W?&O@W

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

a. Nama L
b. Jabatan : Bupati Kulon Progo
dengan ini menerangkan bahwa,
a. Nama/NIP Ot JNIP
b. Pangkat/Golongan : .......ccciiiiiiiiiiiiii e
c. Jabatan PPN
d. Maksud PPN
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
seperlunya.
Wates,
BUPATI KULON PROGO,
NAMA
Tembusan:
1.
2
Dst

Jl. Perwakilan Nomor 1 Wates, Wates, Kulon Progo 55651
Telp.(0274)773010, Fax (0274)775213,Website:www.kulonprogokab.go.id
Email: pemkab@kulonprogokab.go.id
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5. Surat Perintah

BUPATI KULON PROGO

a
(mlaﬂasnaﬂz(r](rwe(mbgmv
SURAT PERINTAH
NOMOR: e
Dasar S
e
MEMERINTAHKAN:
Kepada:
a. Nama D ettt ettt ettt ettt ettt
b. Jabatan L e
Untuk PR
Ditetapkan di Wates
Pada tanggal ...............
BUPATI KULON PROGO,
NAMA
Tembusan:
1.
e
dst

Jl. Perwakilan Nomor 1 Wates, Wates, Kulon Progo 55651
Telp.(0274)773010, Fax (0274)775213,Website:www.kulonprogokab.go.id
Email: pemkab@kulonprogokab.go.id
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6. Surat Izin

BUPATI KULON PROGO

SURAT IZIN BUPATI KULON PROGO

Dasar >
o
dst

MEMBERI IZIN:

Kepada L e ettt et ettt eee et et e eea et ettt eaeeaaa

Nama PP

Jabatan o e

Alamat L e ettt ettt et et e eea et et et e e et eat et ateneeaan

Untuk L e ettt ettt et et e eea et et et e e et eat et ateneeaan

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal ...............

BUPATI KULON PROGO,
NAMA

Tembusan:

1.

2 e

Dst

Jl. Perwakilan Nomor 1 Wates, Wates, Kulon Progo 55651
Telp.(0274)773010, Fax (0274)775213,Website:www.kulonprogokab.go.id
Email: pemkab@kulonprogokab.go.id


mailto:pemkab@kulonprogokab.go.id
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7. Surat Perjanjian

PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DENGAN
NOMOR ....cooviiiiiiiiiiiiiienn,
TENTANG
Pada hari ini ..... tanggal .... bulan .... tahun bertempat di .... yang

bertanda tangan di bawah ini:

L , selanjutnya disebut “PIHAK KESATU”.
PP , selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.
Pasal 1
Pasal 2
dst
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

Catatan: Perjanjian dapat menggunakan nomenklatur dan format lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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8. Nota Kesepakatan
NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DENGAN
NOMOR ..o,
TENTANG
Pada hari ini ..... tanggal .... bulan .... tahun bertempat di .... yang

bertanda tangan di bawah ini:

L , selanjutnya disebut “PIHAK KESATU”.
PP , selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.
Pasal 1
Pasal 2
dst
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

Catatan: Nota Kesepakatan, dapat menggunakan nomenklatur dan
format lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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9. Surat Perintah Tugas

BUPATI KULON PROGO

a
(lszaﬂ(lsnaﬂz(r](rwe(mbgmv
SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR: ..o
Dasar N
D
dst
MEMERINTAHKAN:
Kepada : 1. Nama Pt
Pangkat/Gol : ..o
NIP e
Jabatan PPt
Untuk : 2. Nama L et
Pangkat/Gol @ ..o
NIP
Jabatan e
Untuk PPN
e
dst

Dikeluarkan di Wates
pada tanggal

BUPATI KULON PROGO,

NAMA

Jl. Perwakilan Nomor 1 Wates, Wates, Kulon Progo 55651
Telp.(0274)773010, Fax (0274)775213,Website:www.kulonprogokab.go.id
Email: pemkab@kulonprogokab.go.id


mailto:pemkab@kulonprogokab.go.id
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10. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
a. SPPD Untuk Bupati

BUPATI KULON PROGO

SURAT PERINTAH PERJALAN DINAS

1. Pejabat berwenang yang
memberi perintah

2. Nama Pegawai yang diperintah

3. a. Pangkat/golongan
a. Jabatan

o p

4. Maksud Perjalanan Dinas

5. Alat angkutan yang digunakan

. Tempat Berangkat
. Tempat Tujuan

. Lamanya Perjalanan Dinas
. Tanggal Berangkat
. Tanggal Kembali

~
O T o|low
o TPl

8. Pengikut

9. Pembebanan Anggaran
a. Instansi a.
b. Mata Anggaran b.

Keterangan lain-lain

Dikeluarkan di Wates
Tanda tangan Pada tanggal
Pemegang BUPATI KULON PROGO,

NAMA NAMA



61

SPPD Nomor

Berangkat dari :

(Tempat kedudukan) : Kulon Progo
Pada tanggal :

Ke

BUPATI KULON PROGO

NAMA
II. Tiba di : Berangkat dari
Pada tanggal : Ke
Kepala : Pada tanggal
Kepala
III. Tiba di : Berangkat dari
Pada tanggal : Ke
Kepala : Pada tanggal
Kepala

Iv.

Tiba kembali di: Kulon Progo
Pada tanggal

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan
tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya
dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya.

BUPATI KULON PROGO

NAMA

Catatan lain-lain:

VL

Perhatian:

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan
dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta
bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan/ peraturan mengenai
Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan dan/atau
kealpaannya.
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b. SPPD Untuk Perangkat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
......... (NAMA PD).........
Aksara Jawa

|

Jln. ... No..... , -+, «..., Kulon Progo Kode Pos ....,
Telp. (0274) ...... , Fax (0274) ....... Website......... Email: ......

SURAT PERINTAH PERJALAN DINAS (SPPD)

1 Pejabat berwenang yang
memberi perintah

2 Nama Pegawai yang diperintah

3 a. Pangkat/golongan a.
b. Jabatan b.

4  Maksud Perjalanan Dinas

5 Alat angkutan yang
digunakan

6 a. Tempat Berangkat a.
b. Tempat Tujuan b.
7 a. Lamanya Perjalanan Dinas a.
b. Tanggal Berangkat b.
c. Tanggal Kembali c.
8 Pengikut
9 Pembebanan Anggaran
a. Instansi a.
b. Mata Anggaran b.
Keterangan lain-lain
Dikeluarkan di
Pada tanggal
Tanda tangan KEPALA
Pemegang
NAMA NAMA
NIP PANGKAT

NIP
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SPPD Nomor

Berangkat dari :

(Tempat kedudukan) : Kulon Progo
Pada tanggal :

Ke

KEPALA

NAMA
NIP

IIL.

Tiba di : Berangkat dari

Pada tanggal : Ke

Kepala : Pada tanggal
Kepala

II1.

Tiba di : Berangkat dari

Pada tanggal : Ke

Kepala : Pada tanggal
Kepala

Iv.

Tiba kembali di: Kulon Progo
Pada tanggal

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan
tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya
dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya.

KEPALA

NAMA
NIP

Catatan lain-lain:

VI

Perhatian:

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan
dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta
bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan/ peraturan mengenai
Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan dan/atau
kealpaannya.



64

11. Surat Kuasa

BUPATI KULON PROGO
a)
a:z wasn MZ M2~ amn
SURAT KUASA
Yang bertanda tangan di bawah ini:

a. Nama D ettt ettt ettt e et

b. Jabatan L

Kepada:
a. Nama N
b. Jabatan L e et
c. NIP N
Untuk:

Demikian Surat Kuasa dibuat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Wates,
Yang diberi Kuasa Bupati Kulon Progo
..... (NAMA JABATAN) .....
...... (NAMA)....... NAMA
NIP ..o,

J1. Perwakilan Nomor 1 Wates, Wates, Kulon Progo 55651
Telp.(0274)773010, Fax (0274)775213,Website:www.kulonprogokab.go.id
Email: pemkab@kulonprogokab.go.id


mailto:pemkab@kulonprogokab.go.id
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12. Surat Undangan

BUPATI KULON PROGO

a
(UZ arasn (H‘Z M a2~ am
Wates, tanggal  bulan
tahun
Kepada
Nomor i, Yth. oo
Sifat e di-
Lampiran @ ...c.ccceeeeeeeeee e
Hal : Undangan
Hari
Tanggal 1.
Waktu
Tempat o
ACATA e
BUPATI KULON PROGO
NAMA
Catatan :
)
2

Jl. Perwakilan Nomor 1 Wates, Wates, Kulon Progo 55651
Telp.(0274)773010, Fax (0274)775213,Website:www.kulonprogokab.go.id
Email: pemkab@kulonprogokab.go.id
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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
OO a
W1 EN T2 (KN GN) W T) 1N (€1 @) 71 2 (K), an
193 s e RAT AT Eg MIUIZ0a(g
JIn. Perwakilan No.1 Wates, Wates, Kulon Progo 55651, Telp. (0274) 773010,
Website: www.kulonprogokab.go.id Email: admin@kulonprogokab.go.id

Wates, tanggal bulan
tahun

Kepada
Nomor PPN Yth. ..
Sifat Ot di-
Lampiran @ ...cccoeeeeeeeeee e,
Hal : Undangan

NAMA
PANGKAT
NIP
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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
......... (NAMA PD).........
Aksara Jawa

JIn. ... No..... , -ey +-.., Kulon Progo Kode Pos ....,
Telp. (0274) ...... , Fax (0274) ....... Website......... Email: ...... ,

Tempat, tanggal bulan

tahun
Kepada
Nomor e Yth.
Sifat e di-
Lampiran @ .....ccceeeeeeeeee e,
Hal : Undangan
Hari
Tanggal oo
Waktu
Tempat o
ACATA e
KEPALA
NAMA
PANGKAT

NIP
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13. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas

BUPATI KULON PROGO

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:
a. Nama L e
b. Jabatan e

Dengan ini menyatakan dengan sesunggunya bahwa:

a. Nama L e
b. NIP PPN
c. Pangkat/Golongan :.........c.c.ceenee. [
d. Jabatan e
Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan .....................
Nomor  .......cceeeenene. , terhitung ............... telah  nyata
melaksanakan tugas sebagai .................... o § R

Demikan Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya
mengingat Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila di
kemudian hari isi Surat Keterangan ini ternyata tidak benar
sehingga mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia
menanggung kerugian tersebut

BUPATI KULON PROGO

NAMA

Jl. Perwakilan Nomor 1 Wates, Wates, Kulon Progo 55651
Telp.(0274)773010, Fax (0274)775213,Website:www.kulonprogokab.go.id
Email: pemkab@kulonprogokab.go.id


mailto:pemkab@kulonprogokab.go.id
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14. Surat Panggilan

BUPATI KULON PROGO

Nomor e Yth. oo
Sifat e di-
Lampiran @ ..c.cceeeeeveees e

Hal : Panggilan

Dengan ini diminta kedatangan saudara di kantor.........

Hari L et

Tempat L e

BUPATI KULON PROGO

NAMA

Jl. Perwakilan Nomor 1 Wates, Wates, Kulon Progo 55651
Telp.(0274)773010, Fax (0274)775213,Website:www.kulonprogokab.go.id
Email: pemkab@kulonprogokab.go.id


mailto:pemkab@kulonprogokab.go.id
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15. Nota Dinas
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
p L (NAMA PD).........
Aksara Jawa

Jln. ... No..... y -ees «..., Kulon Progo Kode Pos ....,
Telp. (0274) ...... , Fax (0274) ....... Website......... Email: ......
NOTA DINAS
Kepada o
Dari e
Tanggal 1 o
I\ 0} s s o) o PP
Sifat
Lampiram & ..oeoeeiiiiiiie e
Hal L ettt eeteeeereeeaeereeaaeeeeareaeaaaas
Kepala ..........c........
Nama
PANGKAT
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16. Lembar Disposisi

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
......... (NAMA PD).........
Aksara Jawa

e
y
7

JIn. ... No..... yeeeny neens , Kulon Progo Kode Pos ....,
Telp. (0274) ...... , Fax (0274) ....... Website......... Email: ......

LEMBAR DISPOSISI

INDEKS KODE NO. URUT

PERIHAL/ISI RINGKAS:

ASAL SURAT TGL NOMOR LAMP.
DIAJUKAN/DITERUSKAN INFORMASI/INSTRUKSI

L e,

e

e

|:| dst

TGL. PENYELESAIAN

PARAF PENERIMA

Catatan: Format lembar disposisi dapat menyesuaikan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kearsipan
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17. Telaah Staf

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
......... (NAMA PD).........
Aksara Jawa

|

Jln. ... No..... y -ees «..., Kulon Progo Kode Pos ....,
Telp. (0274) ...... , Fax (0274) ....... Website......... Email: ......

TELAAH STAF

Kepada L ettt ettt

Dari PN

Tanggal PN

Nomor L

Sifat PPN

Lampiran N

Hal e e
[. Pokok persoalan ..o
II. Praanggapan N
[II. Fakta data dan L e ettt

yang berpengaruh ...
IV. Analisis L e ettt
V. Kesimpulan L ettt ettt ae et
VI. Saran T ettt eaeaaeas

Wates, ..ovviiiiiiinn
NAMA JABATAN

NAMA
PANGKAT
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18. Pengumuman

BUPATI KULON PROGO

a
(UZ (Umsnm-za]m 21~ am
PENGUMUMAN

..........................................................................................
................................................................................................
......................................
..........................................................................................
................................................................................................
......................................
..........................................................................................
................................................................................................

......................................

Dikeluarkan di ............
Pada tanggal ............
Bupati Kulon Progo

NAMA

Jl. Perwakilan Nomor 1 Wates, Wates, Kulon Progo 55651
Telp.(0274)773010, Fax (0274)775213,Website:www.kulonprogokab.go.id
Email: pemkab@kulonprogokab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
O a
W1 EN T2 ) W) SN (1 1) a1 2 (K, an
fq30menInen g Nz
Jln. Perwakilan No.1 Wates, Wates, Kulon Progo 55651, Telp. (0274) 773010,
Website: www.kulonprogokab.go.id Email: admin@kulonprogokab.go.id,

PENGUMUMAN
NOMOR ................
TENTANG
Dikeluarkan di ............
Pada tanggal ............

a.n. BUPATI,

NAMA
PANGKAT
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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
......... (NAMA PD).........
Aksara Jawa

Jln. ... No..... , ..+, -..., Kulon Progo Kode Pos ....,
Telp. (0274) ...... Fax (0274) ....... Website... Email: ......
PENGUMUMAN
NOMOR ................
TENTANG
Dikeluarkan di ............
Pada tanggal ............
NAMA JABATAN,
NAMA
PANGKAT
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19. Laporan

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
7 . (NAMA PD).........
Aksara Jawa
JIn. ... No..... , -e5 --.., Kulon Progo Kode Pos ....,
Telp. (0274) ...... , Fax (0274) ....... Website......... Email: ......
LAPORAN

I. Pendahuluan

A. Umum/Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

II. Kegiatan yang dilaksanakan

[II. Hasil yang dicapai

IV. Kesimpulan dan Saran

V. Penutup

Dibuat di Wates
pada tanggal

NAMA JABATAN,

NAMA
PANGKAT
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20. Rekomendasi

BUPATI KULON PROGO

o J PP
...........................
..........................................................................................
............................
Wates, ..cooevviviiniiniinnn,

BUPATI KULON PROGO,

NAMA

Jl. Perwakilan Nomor 1 Wates, Wates, Kulon Progo 55651
Telp.(0274)773010, Fax (0274)775213,Website:www.kulonprogokab.go.id
Email: pemkab@kulonprogokab.go.id
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21. Surat Pengantar

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
......... (NAMA PD).........
Aksara Jawa

Jln. ... No..... , -ees ..., Kulon Progo Kode Pos ....,

Telp. (0274) ...... , Fax (0274) ....... Website......... Email: ......
Kepada
Yth. o
di-
SURAT PENGANTAR
NOMOR: .....c.coiiinnnin
No. Jenis yang dikirim Banyaknya Ketarangan

Wates, ....oovvvvveiii.l.

Diterima tanggal .................

Yang menerima NAMA JABATAN

NAMA NAMA

Nomor telepon ...........ccceeennene.
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22. Telegram

FORMULIR BERITA

Register

No.

PANGGILAN JENIS NOMOR DERAJAT

DARI P

UNTUK P

TEMBUSAN P

................................................................................

................................................................................

.............

.............

No. Waktu Lalu
Kode Terima Kirim Lintas

Paraf
Operator

Pengirim
Nama
Jabatan :

Tanda tangan :
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23. Berita Acara

BUPATI KULON PROGO

(ml aﬂas%mzzr](rw 201~ am
BERITA ACARA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun ... Kami masing-masing

| PR yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
(memuat nama, Jabatan, dan alamat)
P yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

(memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan alamat)

Demikian berita Acara ini dibuat dalam rangkap ... dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
BUPATI KULON PROGO,

NAMA NAMA

Mengetahui/Mengesahkan

Jl. Perwakilan Nomor 1 Wates, Wates, Kulon Progo 55651
Telp.(0274)773010, Fax (0274)775213,Website:www.kulonprogokab.go.id
Email: pemkab@kulonprogokab.go.id

Catatan: Format berita acara dapat disusun sesuai kebutuhan
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24. Notulen

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
......... (NAMA PD).........
Aksara Jawa

|

Jln. ... No..... y -5 «..., Kulon Progo Kode Pos ....,
Telp. (0274) ...... , Fax (0274) ....... Email: ...... ,
Website.........
NOTULEN
Sidang/Rapat L et ettt
Hari/Tanggal ettt aas
Pukul L et
Tempat Sidang/Rapat : .....coooiiiiiiiii e
Acara T
e
dst
Pimpinan Sidang/Rapat
Ketua P
Sekretaris L e ettt
Pencatat N
Peserta sidang/rapat : 1. ..oooiiiiiiiiiiiiiiie
PP
dst
Kegiatan sidang/rapat : 1. ..ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiinieeee,
e e
dst
1. Pembukaan ettt aas
2. Pembahasan ettt aas
3. Keputusan T ettt eaeaaeas
Wates, .coooviiiiiiiiiiii
PIMPINAN
SIDANG/RAPAT
NAMA JABATAN,
NAMA

NIP
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25. Memo
BUPATI KULON PROGO
a
{UZ arasn MZ (r] au 2 (mbg an
MEMO
| D221 o A
Kepada e
ISI:
Wates,

BUPATI KULON PROGO,

NAMA

Jl. Perwakilan Nomor 1 Wates, Wates, Kulon Progo 55651
Telp.(0274)773010, Fax (0274)775213,Website:www.kulonprogokab.go.id
Email: pemkab@kulonprogokab.go.id
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26. Daftar Hadir

)l PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
[ (NAMA PD).........
Aksara Jawa
Jln. ... No..... 5 -ees ..., Kulon Progo Kode Pos ....,
Telp. (0274) ...... , Fax (0274) ....... Email: ...... ,
Website.........

DAFTAR HADIR RAPAT/SIDANG

Hari L et
Tanggal 1 i
Waktu PPNt
Tempat L et

TANDA
No. NAMA L/P GOL | INSTANSI | TANGAN
dst

Wates,
NAMA JABATAN

NAMA
NIP
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27. Piagam

BUPATI KULON PROGO
a

PIAGAM

Bupati Kulon Progo dengan ini memberikan penghargaan kepada:
Nama

Tempat/tanggal lahir

NIP/NRP
Jabatan
Instansi
Wates, covvvviiiiiiii
BUPATI KULON PROGO,
NAMA
Catatan:

Isi piagam menyesuaikan kebutuhan dan sebaiknya dicetak
landscape
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28. Sertifikat

BUPATI KULON PROGO
a

SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

Nama

NIP

Instansi

Sebagai/atas partisipasinya dalam .............cooiiiiiiiiiiiiiinnn. yang
diselenggarakan oleh ......................... dari tanggal ........... s.d

......... bertempat di ..................

Wates,
BUPATI KULON PROGO,

NAMA

Catatan: isi sertifikat menyesuaikan dengan kebutuhan dan
sebaiknya dicetak landscape
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29. STTPP

BUPATI KULON PROGO

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nama

Tempat/Tanggal lahir :

NIP
Jabatan
Instansi
Kualifikasi : LULUS
Pada Pendidikan dan Pelatihan ....... yang diselenggarakan oleh

.......................... dari tanggal ...............sampai dengan tanggal
.................... yang meliputi .................

Wates,

BUPATI KULON PROGO,

NAMA

Catatan: dicetak memanjang/landscape
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Bagian Belakang STTP

AGENDA PEMBELAJARAN

TEMA
Umum
.................... (ditentukan oleh
penyelenggara)..............
Khusus
............... (ditentukan oleh penyelenggara sesuai tema
Umum dan isu aktual setempat) ......cccocevevevniiennninn..
Wates,
Kepala Bagian
NAMA
NIP

Catatan: dicetak memanjang/landscape
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D. PARAF

1. Pembubuhan Paraf

a)

b)

Paraf Koordinasi dibubuhkan dalam hal Naskah Dinas
materinya saling berkaitan dan memerlukan koordinasi antar
unit kerja sehingga pejabat yang berwenang dari unit terkait
ikut serta membubuhkan paraf pada kolom paraf koordinasi.
Adapun format paraf koordinasi mengacu pada angka 2 huruf

a pada lampiran ini.

Paraf Hierarkhis dibubuhkan dengan ketentuan sebagai

berikut:

1) Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh Bupati, Wakil
Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala Perangkat
Daerah harus diparaf terlebih dahulu oleh paling banyak 3
(tiga) orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung
jawab terhadap substansi, redaksi, dan penulisan Naskah
Dinas tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang
akan menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak
memerlukan paraf;

3) untuk keamanan isi Naskah Dinas yang jumlahnya lebih
dari satu halaman, sebelum Naskah Dinas tersebut
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus
dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan
bawah setiap halaman;

4) penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir Naskah
Dinas ditempatkan secara urut dan berjenjang dari bawah
ke atas berdasarkan urutan dari eselon yang rendah sampai
yang tinggi sesuai kewenangan pejabat penandatangan;

S5)untuk paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah
pejabat penandatangan Naskah Dinas berada di sebelah
kanan/setelah nama jabatan penandatangan;

6) untuk paraf pejabat yang berada dua tingkat di bawah
pejabat penandatangan Naskah Dinas berada di sebelah

kiri/sebelum nama jabatan penandatangan;
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7) untuk paraf pejabat yang berada tiga tingkat di bawah pejabat
penandatanganan Naskah Dinas di sebelah paraf pejabat yang
di atasnya; dan

8) paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan
pada lembar pertama;

Format paraf hierarkhis mengacu pada angka 2 huruf b pada

lampiran ini.

2. Format Paraf

a. Paraf Koordinasi

Paraf Koordinasi

Bidang....

Bidang ....

Bidang ....
dst...

Paraf Koordinasi

Dinas....

Badan....

Badan....

dst...

Paraf Koordinasi

b. Paraf Hierarkhis

i) Paraf Naskah Dinas dalam Bentuk Surat Dinas yang
ditandatangani Bupati.

(2) BUPATI KULON PROGO (3)

(1) SUTEDJO

Keterangan :

(1) Paraf Kepala Perangkat Daerah penyiap bahan

(2) Paraf Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi
(3) Paraf Sekretaris Daerah
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ii) Paraf Naskah Dinas dalam bentuk Surat Dinas yang
ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

(2) a.n. BUPATI KULON PROGO (3)
SEKRETARIS DAERAH

(1) NAMA BESERTA GELAR
NIP ...........

Keterangan:

(1) Pejabat penyiap bahan/Sekretaris

(2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
(3) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi

iii) Paraf Naskah Dinas yang ditandatangani Asisten Sekretaris
Daerah yang membidangi untuk beliau Sekretaris Daerah atas
nama Bupati.

a.n. BUPATI KULON PROGO
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
(1) ASISTEN .... (2)

NAMA BESERTA GELAR
NIP ....

Keterangan:

(1) Kepala Subbagian penyiap bahan pada Setda/Pejabat yang
menyiapkan bahan/Sekretaris Perangkat Daerah

(2) Kepala Bagian pada Setda/Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi

iv) Paraf Naskah Dinas yang ditandatangani Kepala Perangkat
Daerah

(2) KEPALA PERANGKAT DAERAH (3)

(1) NAMA BESERTA GELAR
NIP ....

Keterangan:

(1) Paraf Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala
Subbidang/Kepala Jawatan yang menyiapkan bahan

(2) Paraf Kepala Bagian/Bidang/Inspektur
Pembantu/Panewu Anom

(3) Paraf Asisten/Sekretaris Dinas/Badan
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Paraf Naskah Dinas yang ditandatangani
Dinas/Badan

KEPALA UPT DINAS/BADAN (1)

NAMA BESERTA GELAR
NIP ....

Keterangan:
(1) Paraf Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala UPT
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E. STEMPEL

UKURAN STEMPEL JABATAN BUPATI, STEMPEL PEMERINTAH
DAERAH, DAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH
1. Stempel Menggunakan Lambang

Q 2,7cm 3,8 cm 4 cm

2. Stempel Tidak Menggunakan Lambang

N |

( ) )) lc:m 2,7 cm 3,8 cm 4 cm

\_/ |

3. Stempel untuk kepentingan tertentu menggunakan skala 1:4

CONTOH STEMPEL:
1. Contoh Stempel Jabatan Bupati

BUPATI
/ LAMBANG NEGARA
KULON PROGO

2. Contoh Stempel Pemerintah Kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN

\ LAMBANG DAERAH

// KULON PROGO

PEMERINTAH KABUPATEN

NAMA PERANGKAT DAERAH

KULON PROGO
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4. Contoh Stempel UPT

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

VR

NAMA PERANGKAT DAERAH

\ NAMA KELURAHAN

F. KOP NASKAH DINAS.

N2

NAMA KAPANEWON

Perbandingan ukuran huruf kop Naskah Dinas adalah 2 : 3 yaitu:

1. Ukuran Huruf “2” untuk tulisan nama Pemerintah Daerah; dan
2. Ukuran Huruf “3” untuk tulisan nama Instansi.

Contoh Kop Naskah Dinas
1. Kop Naskah Dinas Jabatan Bupati.

BUPATI KULON PROGO

Jln. Perwakilan No.1 Wates, Wates, Kulon Progo 55611, Telp. (0274) 773010,
Email: admin@kulonprogokab.go.id, Website: www.kulonprogokab.go.id
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2. Kop Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
) a
W1EN T K12 (KNG 1) SN (K1 @) a1 2 (K] an

JIn. Perwakilan No.1 Wates, Wates, Kulon Progo 55651, Telp. (0274) 773010,
Email: admin@kulonprogokab.go.id, Website: www.kulonprogokab.go.id

3. Kop Naskas Dinas Perangkat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Perwakilan No.1 Wates, Wates, Kulon Progo 55651, Telp. (0274) 773010,
Email: admin@kulonprogokab.go.id, Website: www.kulonprogokab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

a O
K IC)
Jln. Sanun No. 04 Wates, Wates, Kulon Progo 55651, Telp. (0274) 773891,
Email: disbud@kulonprogokab.go.id, Website: www.kulonprogokab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON WATES

HKNu1m) I w12 wsnen
nramorEEgEnei]
Jln. KH. Wahid Hasim, Bendungan, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773275, Kode Pos: 55651
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. Kop Naskah Dinas UPT, Sekolah dan Kelurahan Wates

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS GALUR 1

) /
@S @ @3N cane
He)an
Jln. Raya Brosot, Brosot, Galur, Kulon Progo
Telp. (0274) 2890015, Kode Pos 55661

N A

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 WATES

@) OO0 oY C) O)a @)
AN T EM 21 @ HI 1 TN @ ETAT TIEan o1 )

Jln. Terbah No.6, Wates, Wates Kulon Progo,
Telp. (0274) 773025, Fak: (0274) 774325
website: www.smps lwates.sch.id

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON WATES

KELURAHAN WATES

Jln. Sudibyo No. 2, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773016, Kode Pos 55651

|
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Nomenkatur dengan aksara Jawa untuk Jabatan Bupati, Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo, Perangkat Daerah, dan UPT lainnya dapat

dilihat pada tabel daftar nomenklatur sebagai berikut:

NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH, UPT DAN SEKOLAH

DALAM PENGAKSARAAN JAWA

A. BUPATI, SEKRETARIAT, DINAS, BADAN

No Nomenklatur Nomenklatur dalam Aksara Jawa
Perangkat Daerah
Pemerintah 00
b ten Kulon A EA P AQ 26N N NI SN 10 M U 200 () AT
I | Kabupa g3 T T g g
rogo
2 | Bupati Kulon Progo amlmas%f}%n]memtgm?
Dewan Perwakﬂan WUMJUO{%H’MM N N2ENGCNHUIT) SN (K1
3 Rakyat Daerah gl Ng ”@] C) ] 7 7 K1)
Kabupaten Kulon mmunzeagan
Progo
. a
4 | Sekretariat Daerah nymnm;;ammaanaéonc\ 3
Sekretariat Dewan o
5 | Perwakilan Rakyat RSN PN 7) 5T 0100 AT KD U ) NN
y ey % KON E] 3
Daerah
6 | Inspektorat Daerah as;anquwemamaé)na M
Badan Perencanaan
7 Pembangunan m’nmmgaﬂmméwmg(mm M1~ N
SO AP
Daerah
Badan Keuangan )
8 dan Aset Daerah mmmﬂgumﬂ&nwéﬂqmaénamg
Badap .Kepegawalan 00 . Oo o O 5
O | Pendidikan dan wnaan g ian méﬂmwmmmmmwmmmw
) KL ) Q)
Pelatihan
Badan Kesatuan 0 . a a
10 Bangsa dan Politik LWMWMWMC%MWWMJQMMW
Dinas Pendidikan
fa) Na a O)
11 | Pemuda dan W31 (1 @A N1 (€1 A (KN (1A (m(m(mmﬂ;fnrrn
) I
Olahraga
@)
12 | Di Keseh Qra&imarunsne
2 inas Kesehatan (m\a] K
Dinas Pekerjaan a Oy @)
mma\an{nagéﬂm 1N 1N K100 O1 A 1 -1
13 Umum Perumahan jLey) (‘7 7 C) KL
dan Kawasan a
N ENK
Permukiman (EZ /4
Dinas Pertanahan
dan Tata Ruang w%MMJasnmam&nmaanzaﬁ
14 | (Kundha Niti o )y L
Mandala sarta Tata ffm}&ﬂm(lmffﬂglm Mamamamwlwnmj
Sasana)
15 Satuan Polisi M 1A 20 T &2 A&
Pamong Praja ml gl e
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Nomenklatur

No Perangkat Daerah Nomenklatur dalam Aksara Jawa

Dinas Sosial o) a 9)9%4 @)
wmqwﬁzwwmw(mmwé@qrmAH@mm#

16 Pemberdayaan o (63
Pergmpuan dan @wwmwﬁmwwmw
Perlindungan Anak o G
Dinas
Pemberdayaan a ooy OO a

17 Masyarakat dan' « &) a a)
Desa Pengendalian s Reaan s Brndham i sasa
Penduduk dan ) MZ (&N (’(LHZ b
Keluarga Berencana
Dinas Tenaga Kerja a O oy a a

18 dan Transmigrasi wm@n\{mmmmm@m A
Dinas a OO0 O) a a

19 | Kependudukan dan mmmwmw&&mmmwmmmm&mnmgy]

. I ) (&N o

Pencatatan Sipil

20 Dinas Pertanian dan w%mm%m%wmmuamm
Pangan )
Dinas Lingkungan Q. a. a

21 Hidup mm{ro\ﬁnﬂmmmmo&w

%

22 | Dinas Perhubungan w%mwwwzasz(mw
Dinas Komunikasi a) a a «/ g

23 dan Informatika mma]ma(\/ie(zzmammma%% nra-eEnEnEm
Dinas Koperasi

24 | Usaha Kecil dan ﬁmqmz@wﬁgjmm&gﬁm@gm

KL Qo

Menengah
Dinas Penanaman 5 O O o

25 | Modal dan W11 @A K1 (H1 @10 (K1 2 A1 T KT~ TU1 QU1 A O

92" &=

Pelayanan Terpadu
Dinas Kebudayaan o O

26 | (Kundha mm&n)\@zmmé&min«g&nmmzmww!
Kabudayan)

o7 Dinas Perpustakaan w%mmfn)/ e Gana Qés{a\%uw
dan Kearsipan (LZ(UL CI KL

28 | Dinas Pariwisata WraarASiaaen

29 Diqas Kelautan dan a,%macf?’mzammmg%mmw
Perikanan KL, )
Dinas Perdagangan a) 9% Oa a

30 dan Perindustrian WMMJWWMCTMJWCW@ el
Badan

0. 0
31 | Penanggulangan aJ”naMMJMfr)Zmammmmma ™
«os

Bencana Daerah
Rumah Sakit Umum a @)

32 Daerah Wates 7@”?“”{"“@"“75"6“"?““"“&
Rumah Sakit Umum .

33 | Daerah Nyi Ageng Uﬂgwﬁgqgawgan%mmqmﬁ

Serang
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B.KAPANEWON DAN KELURAHAN

No | Perangkat Daerah

Nomenklatur dalam Aksara Jawa

1 | Kapanewon Temon NN @m@ &2
qeanoreggn ez
2 | Kapanewon Wates ﬁmmqmqu@g@g&%

3 | Kapanewon
Panjatan

mmqmquemum&na&w

4 | Kapanewon Galur rmanmeanwn g m‘Z/
an
S | Kapanewon Lendah AT T 12 {}Cgm
meaneregd 0az

6 | Kapanewon Sentolo

(}m(l_ﬂﬂ'](}(lﬂ'](lﬂ?(}(lgﬂ]aﬂ;(i?ﬂ](rlﬂ?

7 | Kapanewon
Pengasih

O a
HNWI@) FIT) 1200 183

8 | Kapanewon Kokap

mnamranOrea g ey
| R Y
e oty
11| Kopaneer O

12 | Kapanewon
Kalibawang

a v
mmqmque{}(}&mamu

13 | Kelurahan Wates

) @)

C. UNIT PELAKSANA TEKNIS

Unit Pelaksana

No Teknis

Nomenklatur dalam Aksara Jawa

1 UPT Laboratorium
Kesehatan

g\ﬂ?(lﬂ\ﬂ]dﬂ’l\

mqmm?WWMQCIQ)le&(gﬂ(Zﬂ?MQmMG‘:ﬂ/]

2 UPT Jaminan
Kesehatan

g\n]aﬂ\o?asn\ag(glm&%zo?mamamw

3 | UPT Persampahan
Air Limbah dan
Pertamanan

g\ﬂ?(Lﬂ\«’l]ﬂSﬂ\

MM(E/IJ(IJHO-({(T&(EH? W AN @M
&

4 UPT Laboratorium
Konstruksi dan
Peralatan

g\ﬂ?(Lﬂ\ﬂ]ﬂSﬁ\ﬂ’lﬂﬂ]ﬂS’ﬂ?Wﬂ?(&ﬂ?')Q‘l

5 UPT Balai Latihan
Kerja

) a C)/
g\a]aﬂ\a]ammzna]mmamam&(iag

6 | UPT Penyuluhan

Pertanian Q\WU\”?M"\(LC/?MZWLZMM%G%WW

7 | UPT Rumah Potong
Hewan dan
Pengelolaan Pasar
Hewan

g]\ma\ama\ ’)Z@?O?M?O]@?O]MM&OQ&Q

qmeméﬂmw 0\/1/177(1/7’)(07();(7//
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No

Unit Pelaksana

Nomenklatur dalam Aksara Jawa

Teknis
8 | UPT Pusat O
G\ N\ sn\ AAEN M)A UN AN T) K1 O KD
Kesehatan Hewan a1 1 (LZ ”(L”] gl e/
(Wllayah Utara) 7(;5’7m(vwggam ’)’7!
9 | UPT Pusat o)
G\ N\ sn AAESN M)A UN AN T) K1 O KD
Kesehatan Hewan a1 1 (LZ ”(Ln] 1 /0
(Wilayah Tengah) jGrran gag}m 2l
10 | UPT Pusat O
G\ N\ sn\ AAESN M)A UN AN T) K1 O KD
Kesehatan Hewan SN AE 7 A
(Wilayah Selatan) jG g idn smoay)
11 | UPT Pengelolaan I\ AT
Penerangan Jalan N
Umum a@a@qmzmmmgﬁgwmg\nmgﬁmz(iﬂ/]
12 | UPT Pengujian O a O o /
Kendaraan Bermotor g\qM\WM\MﬂmW&OL%W@M&'QW(EMWMQ
13 | UPT Terminal Tipe C g\a]mnw]asn\as%mma;({n)\a]mm
14 | UPT Tempat ) O
Pelelangan Tkan g\quqummdmua]mmm& amaay
16 | UPT Metrologi Legal g\n]mn\rr]asn\a](enﬂ]@eqmm%a]mmﬁrry/]
17 | UPT Pasar (Wilayah I) g\”]“”\”]m\“ﬂ‘*”/]“%m“"”?:m{[
18 | UPT Pasar (Wilayah II) g]\ﬂ]@ﬂ\ﬂ]m\mw{iﬁmﬂfmffgﬂl
19 | UPT Rumah Susun Y
Sederhana g\qM\WM\q(mg”\Za\Zm~%mmm
20 | Puskesmas Wates (LZ (éﬂ(z 2129 (BQW
21 | Puskesmas Temon I OIS/ eneeapsan:
“JEEEH
22 | Puskesmas Temon II %4@8&7@@2@:@:
23 | Puskesmas Lendah I aﬁ&g)ﬂ(r@g sams
24 | Puskesmas Lendah II (LZ (}é,z 1y 0&8 2035090
25 | Puskesmas Galur I (LZ#QC(/Z&”% m'Z/”m:
26 | Puskesmas Galur II Y (}éfzg FYLYREE
27 | Puskesmas Panjatan I Q\C/?MMJ@mmw:m:
P &
28 | Puskesmas Panjatan II ) e
29 | Puskesmas Sentolo I a@mmga?mea]mnrm:
‘I &
30 | Puskesmas Sentolo II Y [FQC/Z 900 Q(,? pgenmaesg:
31 | Puskesmas Pengasih I

) ) a
@A MM,JI(U’)M?;’O’TIC’
e
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Unit Pelaksana

No Teknis Nomenklatur dalam Aksara Jawa
32 | Puskesmas Pengasih II SananReados s
e e
33 | Puskesmas Kokap I S a2 N AT
P UL
34 | Puskesmas Kokap II a2 N S s
i o N
35 | Puskesmas ) aa o
Girimulyo I %Hg\)ﬂ an WEZ”&’W””””
36 | Puskesmas ) aa o
Girimulyo II QZM&” n WEZW”Q°
37 Pugkesmas O\C/?MM S
Kalibawang (LZ”{LU KL
38 | Puskesmas @) a e
Samigaluh I &Z&{g\)ﬂwﬂ@m%g”mv
39 | Puskesmas ) a) oo
Samigaluh II “Z(f”(“ig)‘" Mﬂ@m%gogv
40 | Puskesmas ) I
@I I
Nanggulan mZ”(LUCW?Z 07 T

. SEKOLAH NEGERI

No Sekolah

Nomenklatur dalam Aksara Jawa

Sekolah Menengah Pertama

1 | Sekolah Menengah

Pertama Negeri 1 a@qmemg@m@mga%@n@o@%:mmﬁagv)w
Wates

2 | Sekolah Menengah o
Pertama Negeri 2 O\C}qmemg(g}m@mgaﬂmmn@ogﬁ)%:gmﬁagn)w

Wates

3 | Sekolah Menengah

Pertama Negeri 3 a@qmzmg@o@mgm%n@m@d@%:g:mmw
Wates

4 | Sekolah Menengah
Pertama Negeri 4 quemg(gnjmmgaﬂamrmn@ogﬁ)f%:é:uagw
Wates

5 | Sekolah Menengah o
Pertama Negeri 5 agn)a?&memg(gﬂ)f}cn)mgaﬂammm@o@%:@]:uagn)w
Wates

6 SekOIah Menengah O\C/? Hna2au (g/l)g(l_’;'l a%(fnngn)rrcr?‘%:rrn:
Pertama Negeri 1 gl J J
Temon (lSCT?a](E/IZ(}(;(W

7 | Sekolah Menengah [SRSUNIN S {9 . (L%@QUQQ%:Q:
Pertama Negeri 2 g 3 3
Temon (lSCT?a](E/IZ(}(;(W

8 | Sekolah Menengah m@qmzmg@@mg%@ggﬁ%zmz

Pertama Negeri 1
Panjatan

)
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No Sekolah Nomenklatur dalam Aksara Jawa

9 | Sekolah Mener}gah a@qmem;ggmgm%@m@o@%:g:
Pertama Negeri 2
Panjatan WM asn 1

& &

10 | Sekolah Menengah o Y
Pertama Negeri 1 Q@memg@o@mgmammo@m@%:m:mmz
Galur

11 | Sekolah Menengah o Y
Pertama Negeri 2 a@qmemg@o@mgwmmo@v@’%:g:m%
Galur

12 | Sekolah Menengah
Pertama Negeri 1 m@qmemg@&@mgwmmm@o@ﬂ%:mtgmg
Lendah &

13 | Sekolah Menengah o
Pertama Negeri 2 m@qmemg@m@mgmmmm@o@%:gzgm;
Lendah -

14 SekOIah Mener.lgah &9070(”2”?8@@?&%@@0’9“%5@3
Pertama Negeri 1
Sentolo Q\C,?(,?a,gnlg,,]mg

15 SekOIah Mener.lgah MWM?W?QW@?MW@QO’Q“%:QS
Pertama Negeri 2
Sentolo M(,?a,gnlg,,]mg

16 | Sekolah Mener}gah qumzm;(gn)mam;uasn(snm@o@%:acgﬂ:
Pertama Negeri 3
Sentolo 09"7(1(}522"7””2

17 | Sekolah Meneggah Mqﬁmemg(gn)&@am;m%@gn)og’l)q%:é:
Pertama Negeri 4
Sentolo 09"7(1(}522"7””2

18 | Sekolah Menengah o
Pertama Negeri 1 Mqomemg(fnmamgaﬂasn(mmmv%:(rn:aﬂm(ﬁlg
Pengasih

19 | Sekolah Menengah
Pertama Negeri 2 (gn)qmmem;(gn)mmgmmnfno@afgﬁ%:g:(gamﬁg
Pengasih

20 | Sekolah Menengah
Pertama Negeri 3 gﬂ)qmem;gﬂ)@mﬂga%@@dg%:ag]:@mﬁg
Pengasih

21 | Sekolah Menengah
Pertama Negeri 4 a@qmmemg@m@mga%@m@o@%:@:@mﬁ;
Pengasih

22 | Sekolah Mener}gah (gn)qmmem;(gﬂ)m@mga%m@@o%)%:m:
Pertama Negeri 1
N 1 e

anggulan (m(-nl,,}ﬁ,tnj]
23 | Sekolah Menengah a@qmzmg(g}(}@mg%@n@(r@%:g:

Pertama Negeri 2
Nanggulan

AT
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No Sekolah Nomenklatur dalam Aksara Jawa

24 | Sekolah Menengah &Qﬂzmgm{(gﬂ)@@ga%@@@%:m:
Pertama Negeri 1
Kalibawang smadiend

25 | Sekolah Menepgah QWM?W{(Q,Q@%%@Q(Q%Q:
Pertama Negeri 2
Kalibawang smadiend

26 | Sekolah Menengah &Qﬂzm?m{(gﬂ)@@ga%@@@%:m:
Pertama Negeri 1
Samigaluh a\m‘ecf'zm’m.zg

27 | Sekolah Menepgah &C}ngm?g@mga%@ﬁﬁ%;g:
Pertama Negeri 2
Samigaluh M(E?IO’I’IG’LZ?

28 | Sekolah Menengah qu?mgggmga%@ﬁﬁ%zw;
Pertama Negeri 3
Samigaluh M(E?IO’I’IG’LZ?

29 | Sekolah Mener.lgah Q\C/?n]mmzmg(gﬂjm@mga%sn@m@ogﬁjq%:é:
Pertama Negeri 4
Samigaluh wngl(m:nzg

30 | Sekolah Menengah a@qmemgéﬂ%@@gﬂ%@ﬂgﬁ%:m:
Pertama Negeri 1
Kokap memermay)

31 | Sekolah Mener}gah “\Cf?’?”{mmf (Q(Q@gm%n@(ﬁ?(r@%ggg
Pertama Negeri 2
Kokap memermay)

32 | Sekolah Menengah qugmg(g}@@gm%n@@q@%ggg
Pertama Negeri 3
Kokap memermay)

33 | Sekolah Menengah qugmggm@gmm@(@(r@%gmg
Pertama Negeri 1
Girimulyo an qgwrezw

34 | Sekolah Mener}gah qugmg(g}ggmg%@ggq@%;g:
Pertama Negeri 2
Girimulyo an qgnfzw

35 | Sekolah Mener}gah qumemg(gﬂ)({n)mga(ﬁ)émmmgo@%:@:
Pertama Negeri 3
Girimulyo an %{fﬁw

36 | Sekolah Mener}gah mqmemg(gﬂ)&%)m;a%@m@og%:é:
Pertama Negeri 4
Girimulyo an %{fﬁw
Sekolah Dasar

1 Sekolgh Dasar quemgmm\nmvgq%:rrn:dn(rng

Negeri 1 Glagah g




103

No Sekolah Nomenklatur dalam Aksara Jawa
2 | Sekolah Dasar O /O a . .
Negeri 2 Glagah (Mqr}memgmm\ﬂmmwuguvn(rﬂg
3 | Sekolah Dasar O /ODNDa.
Negeri 3 Glagah anm e TR AR T TGN G IS
4 | Sekolah Dasar [9BSR N ¥- S
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19 | Sekolah Dasar R a,nwl/nQquQmQ .
Negeri Temon 07 ] nereEn
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22 | Sekolah Dasar /O N a
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28 Sekolgh Dasar a@qomemgmm/o@v@%:@]:uas@w
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34 Sekolah Dgsar RC/?O]MZH’M?WO\/I/GQ(TCT?’)Q?WH%QSW}(IJ
Negeri Gadingan
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41 | Sekolah Dasar
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43 | Sekolah Dasar @) /) NDa
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Negeri Sogan
48 | Sekolah Dasar &C}qmzmgm D O C)/
Negeri Sumberan O\Zcﬂ
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Negeri Banarejo 7 3 ’
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94 | Sekolah Dasar @immneaw amw:/(}@ogq)frgmgn)z}gn)mm
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139 | Sekolah Dasar (DR a,am\n/({(?(rcn)qgna, e (m/m(m
Negeri 2 Janturan 7 ] *BEEE T
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162 | Sekolah Dasar 9 - mw’/{}({?(rcr?qg’ .
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163 | Sekolah Dasar /D) Daa
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170 | Sekolah Dasar Anosmeaun am(;w/(}@ogq)f%ammn{mm
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Negeri Grindang 7 ] (=
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Negeri Hargorejo il ] ’
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179 Sekolgh Dasar (9 RS, mmm(r@%ag N naa
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180 | Sekolah Dasar ) O)a )
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181 | Sekolah Dasar M”](}memgmmﬂ/&@o@%mﬁ}mﬂag

Negeri Kalirejo




110

No Sekolah Nomenklatur dalam Aksara Jawa

182 | Sekolah Dasar @) /) D a
Negeri Kokap MWM?W?WWWWWG]M?MW

183 | Sekolah Dasar Na a
Negeri Kriyan AT EM 2O ANBAFT AT TI KGO )

184 | Sekolah Dasar (9 RS, mmm@o@%(@m el
Negeri Menguri 1 3

185 Sekola}h Dasar Mﬂ]ﬁ(ﬁ?ﬂﬂgﬂma\ﬂ/&cn)(r%)ﬁ%mo-n/ﬁ’mgj]
Negeri Pantaran ©r

186 | Sekolah Dasar [ B o N e ¥- S
Negeri Plampang i ] U

187 Sekolgh Dasar quem;mmgﬁ%uqmewﬂm
Negeri Plaosan Ty

188 | Sekolah Dasar /ODNa . g
Negeri 2 Pripih arprmemagtaataan TGy

189 | Sekolah Dasar /) D a
Negeri Proman &A@ N 2O AN RAFT AT TI0) (L] 2 @104

190 | Sekolah Dasar O s mins 1 s DA nas o
Negeri Pucanggading 1 ] KZ

191 Sekolgh Dasar Mqamemgamw{(}g(rgq%mrr]amew
Negeri Sangon

192 | Sekolah Dasar [ RN {o X e ¥- S
Negeri Selo 1 3 1

193 Sekolgh Dasar Mnyomemgmmmmvcr?qg; @uray
Negeri Sungapan QZ

194 SekOkflh Dasgr & m zm;mmmogv)qgmsm}mmhsqw
Negeri Tangkisan

195 | Sekolah Dasar e neai mM(Q(rqu’ wsnards
Negeri Teganing 7 ] 1

196 | Sekolah Dasar O meruranah A8 .5.9 9
Negeri Tegiri 1 ]
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201 SekOIah Dasar qunzmgma\n/(g(?a’cr?q%:dn:v%% /(U7
Negeri 1 Giripurwo (LZ
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Negeri 1 Sokomoyo
213 | Sekolah Dasar Smenean mwgﬁ%@mmﬂ%
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214 | Sekolah Dasar O eminr 1 ah DA raman
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215 | Sekolah Dasar [ R o X ¥- S S
Negeri 1 Nanggulan 7 ] s AN
216 | Sekolah Dasar O /O0a.
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217 | Sekolah Dasar [ R o X e ¥- S
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G. SAMPUL NASKAH DINAS.

Bentuk sampul Naskah Dinas adalah empat persegi panjang dengan
warna putih untuk sampul Naskah Dinas Jabatan Bupati dan
Pemerintah Kabupaten, dan warna coklat untuk Naskah Dinas

Perangkat Daerah, dengan ukuran sebagai berikut:

Ukuran
Jenis Sampul

Panjang Lebar
Kantong 41 cm 30 cm
Map folio/amplop besar 35 cm 25 cm
Amlpop besar 2 folio 27 cm 12 cm
Amplop besar % folio 24 cm 11 cm
Amplop panjang Y folio 16 cm 11 cm

Ukuran huruf dengan perbandingan 2:3, yakni
1. Ukuran huruf “2” untuk tulisan nama Pemerintah Kabupaten; dan
2. Ukuran huruf “3” untuk tulisan nama Perangkat Daerah dan UPT.

Contoh Sampul Naskah Dinas

1. Sampul Naskah Dinas Jabatan Bupati

BUPATI KULON PROGO

a
Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates, Kulon Progo 55651
Telp. (0274) 773010, Fax. (0274) 773148

NOMOR: ............ Kepada
Yth. coooiiiiiiin
di-
Stempel
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2. Sampul Naskah Dinas Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
O a
W1 &N P19 KN ST AN @) SN (1 1) AU 2 (K] AN

Jln. Perwakilan No.1 Wates, Wates, Kulon Progo 55651, Telp. (0274) 773010,
Email: admin@kulonprogokab.go.id, Website: www.kulonprogokab.go.id

NOMOR: ............ Kepada
Yth. oo,
di-
Stempel
Kode Pos .....ccevvnenenns

3. Sampul Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH

a

J1. Perwakilan No.1 Wates, Wates, Kulon Progo 55651, Telp. (0274) 773010,
Email: admin@kulonprogokab.go.id, Website: www.kulonprogokab.go.id

NOMOR: ............ Kepada
Yth. oo,
di-
Stempel
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H. PAPAN NAMA

Contoh Papan Nama

1. Papan Nama Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah)

| PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO B
|QIQ'RH;M-L‘$rMﬂ?ﬂmﬂ -‘Y?MTM,"::;W

SEKRETARIAT DAERAH

| Jin. Perwakilan No.1 Wates, Wates, Kulon Progo
' Telp. (0274} 773010, Kode Pos 55651

2. Papan Nama UPT

| PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
Qfg?fﬁmgmrl:rjuqmmm LR L ,

DINAS KESEHATAN

aﬂmfﬁqmmmmmrﬂg

| PUSKESMAS GALUR |
‘ ﬂ_ﬁ@%ﬁ% ﬂ'Lé-tlTﬂ:
L

Jin. Raya Brosot, Brosot, Galur, Kulon Progo
Telp. (0274) 2880015, Kode Pos 55661

Wates, 1 Oktober 2020
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO




